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BAB II
LANDASAN TEORI

Tinjauan pustaka merupakan panduan penulisan dalam aspek konseptual-
teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan berbagai konsepteori yang dijadikan
sebagai alat analisis terhadap masalah yang diangkat dalam proposal ini.

A. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan
pelayanan publik diarahkan untuk menciptakan Kkinerja birokrasi yang
professional dan akuntabel. Birokrasi dalam melakukan berbagai kegiatan
perbaikan pelayanan diharapkan lebih berorentasi pada kepuasan pelaggan, yakni
masyarakat pengguna jasa. Kepuasan total dari masyarakat pengguna jasa tersebut
dapat dicapai apabila birokrasi pelayanan menempatkan masyarakat sebagai
pengguna jasa dalam pemberian pelayanan. Perubahan paradikma pelayanan
publik tersebut diarahkan pada perwujudan kualitas pelayanan prima kepada
publik, melalui instrument pelayanan yang memiliki orientasi pelayanan lebih
cepat, lebih baik, dan lebih murah. ( Dwiyanto, 2006:223).

Reformasi birokrasi bukan proses yang berlangsung dalam ruang hampa,
keberhasilan implementasinya bergantung kepada reformasi dalam sector-sektor
terkait lainnya, terutama sektor publik, hukum, ekonomi, dan administrasi publik.
Pembenahan sektor politik diperlukan untuk menjamin konsistensi dan
keberlanjutan komitmen politik dari para pengambil kebijakan. Pembenahan
sector hukum diperlukan untuk menyediakan perangkat hukum yang diperlukan

dalam rangka reformasi birokrasi, terutama terkait dengan pemberantasan KKN.
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Penegakan hukum juga menjadi kata kunci yang penting untuk menjamin agar
terjadi perubahan kultur birokrasi kearah yang lebih professional dan beretika.
Sementara pembenahan dalam sektor perekonimian diperlukan untuk menjamin
agar reformasi birokrasi dalam jangka panjang didukung oleh kapasitas keuangan
yang memadai dan senantiasa terintegrsi dengan pembenahan dalam system
anggaran, sehingga prinsip efisiensi dapat dicapai. Perubahan-perubahan dalam
berbagai dimensi tersebut memerlukan pendekatan dan dukungan system
administrasi publik yang mengindahkan nilai dan prinsip-prinsip good
governance, sumber daya manusia aparatur Negara ( pejabat publik, dan karier)
yang memiliki integritas, kopetensi, konsistensi dalam menerapkan perinsip-
prinsip tersebut, baik dalam jajaran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Reformasi birokrasi sebagai upaya trasformasi atau perubahan yang
direncanakan merupakan proses yang berkelanjutan. Karena itu, setiap upaya yang
telah dilakukan dalam setiap tahapan reformasi perlu dievaluasi sehingga setiap
kendala yang muncul dapat segera ditangani. Pentahapan reformasi birokrasi
merupakan panduan yang perlu dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan organisasi pemerintah, baik dipusat maupun didaerah. Keberhasilan
reformasi birokrasi ditentukan juga oleh kreatifitas dan inovasi dari setiap
pelaksana. Selain itu sharing pegalaman dan best practices juga diperlukan
sebagai media untuk kenggembangkan praktik-praktik pengelolaan pemerintahan
berbasis pengetahuan, sekaligus untuk mempertahankan semangat reformasi
birokrasi, hal tersebut tidak hanya dikalangan aparat birokrasi pemerintahan tapi

juga dari seluruh stakeholders. Reformasi birokrasi harus mendorong prktik
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pemerintahan yang semakin terbuka (trasparan) yang melibatkan aktor diluar
birokrasi pemerintahan sebagai stakeholders pemerintahan. Dengan kata lain,
reformasi birokrasi menjadi sarana perwujudan paradigm baru pemerintahan dari
paradigm government keparadigma governance. (Bintoro Falih 2010:18).

Reformasi aparatur Negara adalah prasyarat mutlak yang diperlukan untuk
menjamin berlangsungnya penggeolaan pemerintahan yang demkrasi serta system
ekonomi yang dapat menciptakan keadilan sosial bagi semua. Stategi dan
kebijakan penataan kelembagaan yang ditempuh oleh pemerintah selama ini
belum menjadikan budaya bangsa tersebut sebagai landasan dalam reformasi
kelembagaan. Akibatnya, reformasi kelembagaan yang telah dilakukan bukannya
menciptakan landasan kelembagaan yang semakin mantap dan semakin kuat
untuk melaksanakan pemerintahan buat mencapai cita-cita bangsa. Bahkan
sebaliknya, komplikasi baru timbul yaitu ancaman entropi pemerintahan nampak
semakin nyata dan semakin menggancam kelangsungan pemerintahan.

Sebagai bagian integral dari reformasi aparatur Negara, perlu dilakukan
overhaul besar-besar pada birokrasi pemerintah, yang mencakup penerapan model
manajemen baru, system kepegawaian baru termasuk penerapan system
penggajian dan jaminan sosial yang lebih rasional, serta penerapan aplikasi
teknologi informasi modern dalam manajemen pemerintahan. Tanpa reformasi
yang komprehensif tersebut, sukar mengharapkan akan terjadinya peningkatan

kinerja birokrasi secara mendasar. (Sofian Effendi, 2012:122).



15

B. Inovasi Birokrasi

Kata inovasi berasal dari bahasa inggris innovation yaitu perubahan.
Inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan atau pemikiran manusia
untuk menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input, proses dan
ouput, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Inovasi yang
berkaitan dengan input artinya sebagai pola-pola pemikiran atau ide manusia yang
disumbangkan pada temuan baru. Adapun inovasi yang berkaitan dengan proses
banyak berorientasi pada metode, teknik, ataupun cara berkerja dalam rangka
menghasilkan sesuatu yang baru. Selanjudnya, inovasi yang berkaitan dengan
ouput berdasarkan definisi tersebut lebih ditujukan pada hasil yang telah dicapai
terutama penggunaan pola pemikiran dan metode atau teknik kerja yang
dilakukan. Ketiga elemen dalam inovasi tersebut sesungguhnya membentuk

kesatuan yang utuh. (Makmur & Rohana, 2012:9).

Menurut Oslo Manual (Zuhal,2013:58), inovasi memiliki aspek yang
sangat luas karena dapat berupa barang maupun jasa, proses, metode pemasaran
atau metode organisasi yang baru atau telah menggalami pembaharuan yang

menjadi jalan keluar dari permasalahan yang pernah dihadapi dalam organisasi.

Selanjudnya Green, Howells & Miles (Zulfa Nurdin, 2016:11)
mendefinisikan inovasi sebagai suatu yang baru yaitu dengan memperkenalkan
dan melakukan praktek atau proses baru (barang atau layanan) atau bias juga
dengan menggadopsi pola baru yang berasal dari organisasi lain. Thomas (dalam

Zulfa Nurdin, 2016 :12) mendefinisikan inovasi sebagai peluncuran sesuatu yang
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baru. Tujuan diluncurkannya sesuatu yang baru kedalam suatu proses adalah

untuk menimbulkan perubahan besar yang redikal.

Sejalan dengan pendapat diatas Albury danMulgan (Zulfa Nurdin. 2016
:12) mengatakan bahwa sebuah inovasi dapat dikatakan berhasil apabila
penciptaannya dan pelaksanaan proses,produk, jasa dan metode yang baru dapat

menghasilkan perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efesien.

Adapun inovasi menurut Evert M.Rogers (Suwarno, 2008:9) adalah
sebagai suatu ide, gagasan, praktek atau opjek/benda yang disadari dan diterima
sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Inovasi
sendiri secara singkat didefinisikan oleh Ellitan dan Anatan (2009:36) sebagai
perubahan yang dilakukan dalam oranisasi yang didalamnya mencakup kreatifitas

dalam menciptakan produk baru, jasa, ide, atau proses baru.

Sedangkan Fontana (2011:18) menjelaskan inovasi sebagai keberhasilan
ekonomi berkatadanya pengenalan cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara
lama dalam mentrasformasi input menjadi ouput (teknologi) yang menghasilkan
perubahan besar atau drastis dalam perbandingan antara nilai guna yang
dipersiapkan oleh konsumen atas manfaat suatu produk (barang/jasa) dan harga

yang ditetapkan oleh produsen.

Selanjudnya Samson dalam Ellitan dan Anatan (2009:9) menerankan salah
satu alasan mengapa inovasi sangat diperlukan karena cepatnya perubahan

lingkungan bisnis yaitu semakin dinamik dan hostile, sehingga sebuah organisasi
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harus bias mengelola inovasi sebagai penentu keberhasilan organisasi untuk

menjadi competitive.

Halversen (Zulfa Nurdin. 2016:55) membagi tiga tipe spectrum inovasi dalam

sector public:

1.

Incremental Innovation To Radical Innovation ( ditandai oleh tingkat
perubahan, perbaikan Incremental terhadap produk, proses layanan yang
sudah ada).

Top Down Innovation To Bottom-up Innovation ( ditandai oleh mereka
yang mengawali proses dan mengarah kepada perubahan perilaku dari top
manajemen atau organisasi atau institusi didalam hirarkhi, bermakna dari
para pekerja ditingkat bawah seperti pegawai negeri, pelayanan
masyarakat, dan pembuat kebijakan dilevel menengah).

Need Led Innovation Anda Efficiency-ied Innovation ( ditandai apakah
inovasi proses telah diawali untuk menyelesaikan masalah spesifik atau
agar produk, layanan atau prosedur yang sudah ada lebih efisien).

Sangkala (2003:31) menyatakan tipe inovasi dalam sector publik dapat

dilihat dari table berikut :

Tabel 2.1 Tipe Inovasi dalam Sektor Publik

No

Tipe Inovasi Contoh

Layanan baru atau perbaika | Perawatan kesehatan dirumah
layanan

2 | Inovasi proses Perubahan dalam membuat layanan
atau produk
3 | Inovasi administrasi Penggunaan instrument kebijakan
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baru sebagai hasil dari sebuah
perubahan kebijakan

4 | Inovasi system System  baru atau  perubahan
fundamental dari system yang ada
dengan menetapkan organisasi baru
atau pola kerja sama atau interaksi
baru

5 | Inovasi konseptual Perubahan didalam memandang
actor seperti perubahan dicapai
dengan menggunakan konsep baru,
missal pengintegrasian pengelolaan
sumber daya

6 | Perubahan radikal yang bersifat | Cara pandang atau pergeseran matrik
rasional mental pegawai dari  sebuah
organisasi

Sumber: Halverson ( dalam Zulfa Nurdin, 2016:55).

Kompleksitas dinamis yang dihadapi administrasi publik, beragam
dimensi yang dibutuhkan, dan multi level governance menyebabkan dituntutnya
cara-cara baru penyelesaian masalah-masalah publik yang berbeda antara tempat
dan waktu. Cara baru tersebut diyakini hanya dapat tercapai dengan adanya
inovasi dalam administrasi public. Dengan demikian, inovasi sangat dibutuhkan

untuk membangun pemerintahan yang kokoh.

Organisasi sector public senantiasa mengalami cercaan karena banyak
persoalan yang belum teratasi sementara pada saat yang bersamaan tuntutan dan
kebutuhan masyarakat terus berkembang. Sementara itu keberanian para pejabat
untuk berinovasi juga rendah karena insentif rendah yang diperoleh dari

inovasinya dan pada saat yang sama resiko yang besar dihadapi jika terjadi
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kegagalan dalam berinvasi. Dua hal ini tentu merupakan problem yang dihadapi
oleh pejabat pubik. Namun demikian, inovasi tetap relevan dan penting digunakan
disektor public karena fungsi alternatifnya untuk mencari solusi baru atas
persoalan lama yang tak kunjung tuntas. Inovasi juga merupakan instrument untuk
menggembangkan cara-cara baru dalam menggunakan sumberdaya dan memenuhi
kebutuhan secara lebih efektif. Inovasi juga dapat dimanfaatkan untuk
menggembangkan strategi dan tidakan dalam pelayanan pubik. Mulgan & Albury,

(Suaendi Falih, 2010: 46-47).

C. Good Governance

Istilah government dan governance sering kali dianggap memiliki arti yang
sama Yyaitu cara penerapan orientasi dalam suatu organisasi, lebaga atau Negara.
Government atau pemerintah juga adalah nama yang diberikan kepada entitas
yang menyeleggarakan kekuasaan pemerinahan dalam suatu Negara.

Wancana tentang governance dalam pengertian yang hendak Kkita
bincangkan ini dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tata
pemerintah, penyelenggara pemerintahan atau pengelola pemerintahan. Oleh para
teoritis dan pratis administras Negara Indonesia, istilah good governance telah
diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintah
yang amanah ( Bintoro Tjokroamidjojo) tata pemerintahan yang bak ( UNDP),
pengelolaan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab (LAN) dan ada juga
yang mengrtikan secara sebagai pemerintah yang bersih  (Sofian

Effendi,2012:113).
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D. E-Government

E-governance yang dilakukan oleh kalangan lembaga-lembaga
pemerintahan disebut dengan e-government. E-government sebagai upaya
pemanfaatan informasi dan teknolgi komunikasi untuk meningkatkan efesiensi
dan efektivitas, trasparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan

pelayanan publik secara lebih baik.

E-governance dapat disimpulkan sebagai aplikasi dari alat-alat elektronik
dalam (1) interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemerintah dengan
kalangan pengusaha (2) kegiatan oprasional internal pemerintahan. Interaksi
melalui media elektronik tersebut semata-mata adalah dalam rangka memudahkan
dan mendorong terciptanya demokratisasi dan penyelenggraan pemerintah yang
lebih baik (good governance). Adapun pengertian lain dari e-Government adalah
suatu system manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet
untuk merekam dan melacak informasi publikk, dan member akses layanan publik

oleh instansi pemerintah Azhari,ldham, 2002 (Falih, Bintoro, 2010: 54).

Konsep e-governance tersebut benar-benar telah menjanjikan terwujudnya
suatu pemerintahan yang bersih dan trasparan sebagaimana harapanseluruh
masyarakat disetiap Negara. Namun dapatkah semua itu diterapkan oleh Negara-
negara sedang berkembang dengan kondisi ekonomi, politik, hukum dan
penguasaan teknologi yang relatif belum mapan seperti Indonesia ini, kebanyakan
kalangan akan berpadangan pesimistis terhadap keefektifan pelaksanaan e-

governance dan e-government ini selama kondisi sember daya manusianya masih
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sama seperti ini. Namun dalam tulisan ini justru akan mengetengahkan suatu
gagasan yang optimis bahwa dengan diimplementasikannya e-governance dan
akhirnya e-governance, akan mampu mengubah prilaku dan budaya birokrasi
secara bertahap namun pasti menuju birokrasi yang professional. Sebagaimana
diketahui reformasi birokrasi yang tengah dijalankan ini adalah dalam rangka

mewujudkan terciptanya good governance dan birokrasi professional.

Implementasi e-governance itu sendiri pada dasarnya adalah penerapan
Information Communication Technologies (ICTS). Hal ini berbeda dengan
Information Teknology (IT) saja yang selama ini telah banyak dikenal. Jika IT
telah lama digunakan dilingkungan pemerintahan dinegara-negara sedang
berkembang seperti di Indonesia ini bahkan hampir lebih dari 30 tahun, namun
baru akhir-akhir ini ICTS dapat digunakan untuk menfasilitasi dan mendorong
kehidupan berdemokrasi dan pemerintahan yang bersih. Hal ini dikarenakan sifat
IT yang hanya digunakan sebagai otomatisasi pengolahan data ( Data Processing)
yang dimanfaatkan oleh pemerintahan secara internal saja, sedangkan penggunaan
ICTS adalah dalam rangka mendukung proses trasformasi eksternal pemerintah
melalu pemerosesan dan pengkomunikasian data yang biasa dikenal dengan
istilah digital conektions. (Falih, Bintoro, 2010:54). Untuk lebih jelas lagi dapaat
kita lihat tabel dibawah ini yang menbahas tentang komponen-komponen e-

government:
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Tabel 2.2 Komponen e-government

Komponen e- Lingkup Lingkup Lingkup Antar
Governance Internal Eksternal Pemerintah
Pemerintah Pemerintah dengan Masyarakt
dan Investor
Pemanfaatan Pemimpin  dan | Pemimpin a. Pemerintah
yang karyawan organisasi, b. Masyarakat
menggunakan | organisasi dalam | karyawan ¢. Swasta/investor
aplikasi suatu  organisasi | organisasi dalam
teknologi atau unit kerja beberapa
informasi organisasi secara
vertikal maupun
horizontal
Tingkat Utilisasi sistem Utilisasi  sistem | Utilisasi  teknologi
pemanfaatan teknologi teknologi informasi telah
aplikasi informasi telah informasi  telah | mampu
mampu mampu meningkatkan:
meningkatkan: meningkatkan keterbukaan,
efesiensi, koordinasi, partisipasi dan daya
efektifitas efesiensi, tanggap masyarakat
kelancaran, efektifitas dan investor/swasta
proses kelancaran dalam organisasi
komunikasi dan pelaksanaan pemerintah
distribusi pekerjaan
informasi dalam | beberapa
suatu organisasi organisasi secara
vertikal dan
horizontal
Area Dalam suatu | Dalam beberapa | Organisasi
pemanfaatan organisasi  stau | organisasi  atau | pemerintah, sektor
teknologi unit kerja unit kerja swasta dan publik
informasi

Sumber: buku Falih suaedi dan bintoro wardiyanto ”Refitalisasi Administrasi

Negara”

Sejalan dengan kajian Budhiraja (2002), maka hasil temuan beberapa

peneliti tentang aplikasi teknologi

ninformasi

telah dibangun oleh para
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implementor yang tergabung dalam Electronic Governance Resources Planned (e-
group), yang sudah tersebar diberbagai instansi pemerintah untuk mewujudkan
good governance menunjukkan korelasi yang signifikan (Gatot,dkk,2005), hasil
penelitian yang terbagi dalam tiga lingkup sistem aplikasi menunjukkan dampak
yang luas yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dan sektor bisnis dalam
penyelenggaraan pemerintah melalui media sistem teknologi internet dan internet
yang disediakan, peningkatan kuantitas dan kualitas layanan informasi yang
diberikan oleh organisasi pemerintah, peningkatan keterbukaan penyelenggara
pemerintahan, dan peningkatan daya tanggap pelaksanaan kegiatan pembangunan.
(Falih, Bintoro, 2010: 79).

Menurut World Bank good governance adalah suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efesien, penghindaran salah alokasi dana
investasi, dan pencegah korupsi baik secara politik maupun secara administratif,
menjlankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi
tumbuhnya aktivitas usaha. Sedangkan Sumodiningrat (1999:251) dalam Azlim
(2012) menyatakan good governance adalah upaya pemerintah yang amanah dan
untuk menciptakan good governance pemerintah perlu didisentralisasi dan sejalan
dengan kaidah penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi
dan nepotisme.

Menurut UNDP (United Nations Development Program) dalam Mardiasmo

(2009: 18), karakteristik good governance melputi:
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a. Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik
secara langsung maupun tidak langsungmelalui lembaga perwakilan
yang dapat menyalurkan aspirasinya.

b. Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa
pandang bulu.

c. Trasparancy. Trasparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh
informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara
langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

d. Responsiveness. Lembaga-lembaga public harus cepat dan tanggap
dalam melaani stakeholder.

e. Consensus orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat lebih
luas.

f. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk
memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

g. Efficiency and effectiveness. Pengelolaan sumber daya public dilakukan
secara berdaya guna dan berhasil guna.

h. Accountability. Pertanggungjawaban kepada pulik atas setiap aktifitas
yang dilakukan.

I. Strategic vision. Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus
memiliki visi jauh kedepan.

Sebuah Negara memutuskan untuk mengimplementasikan e-government
karena percaya bahwa dengan melibatkan teknologi informasi didalam kerangka

manajemen pemerintahan maka akan memberikan sejumlah manfaat seperti:
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1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan

komunitas Negara lain.

2. Memperbaiki proses trasparansi dan akuntabilitas dikalangan

penyelenggara pemerintahan.

3. Mereduksi biaya transaksi, komunikasi dan interaksi yang terjadi

dalam proses pemerintahan.

4. Menciptakan masyarakat yang berbasis komunitas informasi yang
lebih berkualitas dan lain sebagainya. (Indrajat,2005:3-4).

Konsep e-government bukanlah sebuah inisiatif yang mudah dan murah.
Sebelum memutuskan untuk mengalokasikan sejumlah sumber daya yang sangat
besar, harus mengerti terlebih dahulu latar belakang apa yang menyebabkan
inisiatif e-government perlu (atau tidak) untuk diimplementasikan. E-government
bukanlah sebuah obat atau jalan pintas menuju perbaikan atau pertumbuhan
ekonomi yang seknifikan secara cepat, ataupun efesien kinerja pemerintahan
dalam waktu singkat, atau pembentukan mekanisme pemerintahan yang bersih
dan trasparan, e-government adalah sarana atau alat menuju kepada objektif-
objektif tersebut.

E-government tidaklah dapat dibangun dan diterapkan hanya dengan
sekedar menyusun peraturan atau kebijakan dari pemerintah atau pimpinan
Negara semata, namun memerlukan proses kerja keras yang diawali perubahan
paradigma yang bermuara pada perekayasaan ulang proses (business process)

yang terjadi dipemerintahan. Dari sudut ini terlihat bagaimana sulit dan
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kompleksnya untuk melakukan perancangan ulang sejumlah proses didalam
pemerintahan.

E-government melingkupi proses pelaksanaan pemerintah dan partisipasi
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. e-government bertujuan
meningkatkan efesiensi dan efektivitas pemerintah serta pengembangan
demokrasi dan partisipasi public yang lebih besar. Beberapa target implementasi
e-gavenment adalah:

1. membantu memudahkan penduduk dalam mendapatkan layanan

pemerintahan.

2. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

3. Saluran akses bisa dilakukan dalam 24 jam dan 7 hari seminggu, dan juga
akses satu pintu untuk semua layanan pemerintah melalui berbagai
peralatan telekomunikasi dan computer.

4. Menjamin kelangsungan dan peningkatan bisnis yang berdasarkan pada
penggunaan teknologi informasi secara insentif. (Indrajit,2005:99).

Secara umum penerapan e-government diberbagai Negara yang dikaji
mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat, terutama dalam hal
mempercepat proses dan mempermudah akses interaksi masyarakat.
Menurut Moenir (Hessel Nogi 2005:208), pelayanan adalah proses
pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung.
Pelayanan yang diperlukan manusia pada pada dasarnya ada dua jenis,

yaitu layanan fisik yang bersifat pribadi sebagai manusia dan layanan
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administrasi yang diberikan oleh orang lain selaku angota organisasi, baik
itu organisasi massa atau Negara. Menurut Ibrahim (2008:22) kualitas
pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan
dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan dimana penilaian
kualitasnya ditentukan pada saat terjadi pemberian pelayanan publik
tersebut.

Meningkatkan transparansi pemerintahan dengan memperbanyak akses
informasi publik. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang
bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu
dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang
tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Menurut
Andrianto (2007) menyatakan bahwa transparansi adalah Keterbukaan
secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi
partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan
sumber daya publik. Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa
transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk
mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat
memiliki hak untuk menggetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah tersebut.

Meningkatkan pertanggungjawaban pemerintahan dengan menyediakan
lebih banyak pelayanan dan informasi, serta menyediakan kenal akses baru
kepada masyarakat. Pertanggungjawaban pemerintah atau disebut juga

responsibility yang berarti suatu kewajiban, dan termasuk putusan,
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keterampila, kemampuan, dan kecekapan. Pertanggungjawaban juga
berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang
dilaksanakan, dan memeperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas
kerusakan apapun yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban berasal dari
kata tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala
sesuatu. Atmadja (Jum Anggraini 2012:78) menyimpulkan pengertian
pertanggungjawaban sebagai suatu kebebasan bertindak untuk
melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat
melepaskan diri dari resultante kebebasan bertindak, berupa tuntutan untuk
melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.

4. Menggurangi waktu dan uang baik disisi pemerintahan maupun pihak-
pihak yang terlibat dengan memperpendek proses pemberian layanan.
Menggurangi waktu pelayanan adalah salah satu hal yang diinginkan
masyarakat, karena masyarakat pasti ingin pelayanan yang cepat dan tanpa
mengguras banyak waktu mereka, sedangkan menggurangi uang Yyaitu
pelayanan yang tidak banyak memakai anggaran dan. Jadi dengan adanya
sistem online ini maka semua akan teratasi karena dengan adanya sisem
online ini masyarakat tidak perlu membutuhkan waktu yang banyak, dan
uang yang banyak, karena semua bisa mereka kerjakan dirumah mereka
masing-masing. (Indrajit, 2005:157).

E. Pandangan islam

Islam sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai pemberian pedoman dalam

perwujudan sistem pemerintahan yang baik aagar kesejahteraan terwujud dengan
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baik, setidaknya ada tiga pilar dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik yakni
trasparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Fawaid :2010).
1. Trasparansi

Trasparansi ini diwujudkan dengan memberikan akses yang terbuka
kesemua kalangan dalam setiap prosesnya. Dalam triminologi agama,
trasparansiini disertakan dengan kejujuran. Kejujuran merupakan pilar penting
dalam terbentuknya tata kelolo pemerintahan yang baik. Pemimpin tidak jujur
bahkan kerap memanipulasi warganya, begitu pula sebaliknya. Warga tidak jujur,
bahkan pada dirinya sehingga ia tidak kuasa menyampaikan keinginnnya pada

penguasa menyangkut hak dan kewajibannya. Allah berfirman (QS. AtTaubah

(9):119).
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan
hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.

2. Akuntabel
Selain trasparansi dan jujur, pilar lain adalah akuntabel. Dalam bahasa
agama ini terkait amanat, setia, dan tepat janji. Orang yang mengedepankan
trasparansi dan jujur dalam tingkah lakunya, biasanya akan mudah dipercaya, dan
dipastikan setia dan tepat janji. Aseperti yang disyaratkan oleh Allah SWT dalam

suatu sura t An-Nisa’:4 (58).
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat.

2. Pertisipasi

Pilar selanjudnya adalah partisipasi, yang dimaksud dengan partisipasi disini
adalah kebersamaan para pelaku, termasuk kalangan marginal dan perempuan
untuk secara gotong royong membicarakan, merencanakan, dan membuat
kebijakan pengelolaan sumber daya publik serta mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaannya. Triminologi ini dalam bahasa agama dikenal dengan prinsip at-
ta’awun (gotong-royong). Pilar ini penting karena betapapun individu-individu
telah memegangi sifat jujur, bertanggung jawab, adil, namun tanpa dibarengi
dengat semangat kerja dan kooperasi, maka untuk menggapai kebaikan bersama
menjadi demikian sulit. Dalam konteks ini Allah SWT berfirman: (QS. Al-

Maidah(s) :2).
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-
syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,
jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang
galaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang Yyang
mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan
dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hayji,
Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu)
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya.

A. Penelitian Terdahulu

Untuk pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil penelitian
terdahulu yang pernah penulis simak dan penulis baca. Penelitian terdahulu dapat
bermanfaat dalam mengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam sistem
pelayanan e-government di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti. Berikut adalah hasil
penelitian terdahulu yang pernah peneliti simak dan peneliti baca:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

NC Penelitian Judul Perbedaan Persamaan

1. | Siti Mutia Penerapan E- Pada penelitian Siti Pada
Nurcahyani Government Mulya Nurcahyani penelitian ini
Liputo, 2015 | Kelurahan Di Piputo tentang sama-sama
(Universitas
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Hasanuddin, Kantor penerapan e-government | meneliti e-
Makassar). Kelurahan sedangkan pada government.
Kerapung penelitian penulis
Kecamatan tentang reformasi
Panakkukang Pelayanan berbasis
Kota Makassar. | online

Nurul Peneerapan E- | Pada penetitian Nurul Pada
Wahida government di | Wahida Syafitri penelitian ini
Syafitri, 2016 | Pusat penelitiannya di Pusat sama-sama
(Universitas | Pelayanan Pelayanan Informasi dan | mengenai
Hasanuddin, | Informasi dan Pt_angaduan Kabupaten pelayanan
Makassar). Pengaduan Pirang sedangkan kepada

Kabupaten penulis meneliti di Dinas masyarakat.
Pirang. Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja
Kab.Kepulauan Meranti.

Maulana Analisis Pada penelitian Maulana |Penelitian ini
Arianto,2015 | Pelaksanaan e- | Ariyanto menelitiannya | sama-sama
(Universitas | government di | menfokuskan pada tiga | meneliti  e-
Sultan Ageng | Kantor studi e-government government.
Tirtayasa) Pelayanan sedangkan peneliti

Pajak Pratama | secara umum di Dinas

Serang (studi Penanaman Modal

pada pelayanan | Pelayanan Terpadu Satu

e-registrasion, | Pintu dan Tenaga Kerja

e-STP dan e- Kab.Kepulauan Meranti.

filing)
Raja Analisis Penelitian Raja Membahas
Muhammad Penyelenggaran | Muhammad Igbal mengenai e-
Igbal E-Government | Firdiansyah membahas | government
Firdiansyah, | di Dinas strategi pengembangan
2014  (UIN | Kependudukan | e-government yang ada
Suska Riau). | dan Catatan pada Dinas

Sipil Kabupaten | Kependudukan dan

Karimun

Catatan Sipil sedangkan
penelitian e-government
yang peneliti teliti
adalah belum
berjalannya pelayanan
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berbasis online

Sumber: Olahan Peneliti, 2018

B. Definisi Konsep

Definisi konsep ini digunakan untuk peneliti mendapatkan batasan yang
jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun yang menjadi definisi

konsep pada penelitian ini adalah :

1. Reformasi adalah perkembangan yang menyebabkan tuntutan terhadap
pembaharuan dan perubahan untuk menyesuaikan diri  dengan
perkembangan pemerintahan.

2. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan publik berbasis online pada
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Good governance adalah sistem pemerintahan yang baik yang akan dicapai
oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. E-government adalah proses pelayanan elektronik yang bertujuan untuk
mempermudah masyarakat yang berurusan di Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan

Meranti.
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5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kepulauan Meranti adalah suatu instansi yang bertugas untuk
memberikan pelayanan kepada masyarkat dalam pengurusan izin usaha dan

investasi.

C. Konsep Operasional
Konsep operasional adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan penulis
dalam menentukan indikator-indikator penelitian. Indikator yang digunakan

penulis dapat dilihat tabel.

Tabel 2.4 Konsep Operasional

Variabel Indikator Sub Indikator
Reformasi 1. Meningkatkan a. Memudahkan akses pelayanan
pelayanan kualitas layanan b. Menggunaan teknologi
publik masyarakat Telematika

2. Meningkatkan a. Keterbukaan dalam akses layanan
trasparansi b. Kejelasan informasi pelayanan

pemerintahan

3. Meningkatkan a. Menyediaan sarana pelayanan
pertanggungjawab | b. Kejelasan prosedur pelayanan
an pemerintah

a. Menggurangi waktu pelayanan

4. Menggurangi b. Menggurangi penggunaan uang
waktu dan uang.

Sumber: Eko Indrajit,(2005:157)



D. Kerangka Pemikiran

Gambar.2.5 Kerangka Pemikiran
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